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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

 

Pengadilan Agama Muara Labuh berdiri pada hari Kamis,09 Juli 1959  

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun  1957  tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan  

Madura serta di luar Kalimantan Selatan dan Kalimantan   Timur.    

Awal  berdiri  Pengadilan Agama  Muara  Labuh  berkantor  sementara  

di rumah Dja’far Datuk  Rajo Pandapatan (Ketua) di Batang  Laweh  Nagari 

Pasir Talang  Muara Labuh  Kecamatan Sungai  Pagu  dan  belum  mempunyai 

inventaris kantor. Pada tahun 1960   sampai    tahun  1970   kantor Pengadilan 

Agama Muara Labuh pindah ke Pasar Muara Labuh  dengan menyewa rumah 

penduduk setempat. Pada  tahun 1971 dibangun kantor sementara/darurat 

Pengadilan Agama Muara Labuh yang berlokasi di sebelah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Sungai Pagu. 

Pada    tahun  1981    dibangun  Kantor   permanent   di   Jalan   

Gumarang, Kecamatan  Sungai  Pagu  dengan  anggaran  biaya  dari  

Departemen Agama  RI sebesar Rp 10.000.000,-  (Sepuluh juta  rupiah),  

dengan luas  tanah seluas  450 meter persegi, dan  pemakaiannya diresmikan 

oleh Direktur Peradilan Agama RI pada tahun 1982. 

Pada   Tahun   Anggaran  2000   Gedung  Kantor  Pengadilan  Agama  

Muara Labuh   direnovasi . Pada   tanggal  13  Oktober 2009  gedung  Kantor 

Pengadilan Agama  Muara Labuh  telah  ditempati dan peresmiannya 

dilaksanakan pada  hari Kamis tanggal  25 Maret 2010  oleh Ketua  Mahkamah 

Agung RI Bapak Arifin A Tumpa  di Pontianak Kalimantan Barat bersamaan 

dengan peresmian 56 gedung Kantor Pengadilan baru dari empat lingkungan 

Peradilan se Indonesia. 

Eksistensi Pengadilan Agama Muara Labuh sebagaimana amanat UU 

Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009, 
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adalah diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang 

beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, 

sadaqah dan ekonomi syariah. 

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Pengadilan Agama Muara Labuh 

dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, juga 

dijabarkan kedalam program-program dengan harapan kedepannya didukung 

dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya yang 

kompeten, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana dengan 

memperhitungkan juga kondisi lingkungan internal maupun eksternal 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

1.2 Potensidan Permasalahan 

Pembahasan potensi dan permasalahan dapat dikelompokan menjadi 

analisis faktor internal dan eksternal.Analisis lingkungn dilakukan terhadap 

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan 

Agama Muara Labuh secara keseluruhan. 

 

a. Lingkungan Internal 

 Kekuatan 

 Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan 

melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Muara 

Labuh, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, 

pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia. 

 Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang 

mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Muara Labuh dan 

seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh.  

 

 



 

3 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 

 

 Kelemahan 

 Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi dan sistem 

perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja. 

 Pembinaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia 

aparatur masih terbatas. 

 Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi. 

 

b. Lingkungan Eksternal. 

 Peluang 

 Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang 

dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di 

lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam rangka 

mewujudkan Kebijakan Strategis Nasional di Bidang Hukum. 

 Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di 

lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh dan unsur terkait 

lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi dan peranan 

Pengadilan Agama Muara Labuh di bidang pelayanan peradilan. 

 Semakin kuatnya dukungan, komitmen dan tekad semua 

kalangan untuk melakukan reformasi dan pemberantasan KKN. 

 Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui 

pendidikan, pelatihan, sosialsasi, kursus dan lainnya.  

 kebijakan Ancaman 

 Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga 

Peradilan. 

 Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak 

selaras).  

c. Faktor Kunci Keberhasilan 

Pengadilan Agama Muara Labuh akan terus memacu diri melakukan tugas 

dan fungsinya untuk mendukung terwujudnya peradilan yang 

professional, handal dan bermoral menuju “ Pengadilan Agama Muara 

Labuh Yang Agung “. 



 

4 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 

 

Berdasarkan factor-faktor tersebut di atas, maka rumusan hasil analisis 

strategis yang menjadi perioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah : 

 Peningkatan efektifikatas dan efisiensi kerja Pengadilan Agama Muara 

Labuh. 

 Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang 

efektif. 

 Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan 

Agama Muara Labuh. 

 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang 

memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula factor kunci 

keberhasilan sebagai berikut : 

 Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, 

pelaksanaan tugas yang optimal dan sistem evaluasi yang tepat sebagai 

suatu kesatuan sistem yang saling terkait. 

 Adanya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada 

Pengadilan Agama Muara Labuh. 

 Adanya dukungan Sumber daya yang memadai. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

2.1 Visi dan Misi 

Reviu Rencana strategis Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 

2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja 

dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara 

sistematis melalui penataan, perbaikan, dan pengelolaan terhadap 

system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai 

efektifitas dan efisiensi. 

Visi adalah cara pandang kedepan berupa gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk 

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama 

Muara Labuh. Visi Pengadilan Agama Muara Labuh adalah sebagai 

berikut : 

 

“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung” 

 

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan 

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana 

dan terwujud dengan baik. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Muara 

Labuh melaksanakan Misi-nya sebagai berikut : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Muara Labuh 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para 

pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama 

Muara Labuh. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Muara Labuh 
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2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan 

disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Muara 

Labuh. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Muara 

Labuh adalah sebagai berikut : 

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Labuh 

adalah sebagai berikut : 

 Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan. 

 Keterjangkuan pelayanan badan peradilan. 

 Meningkatkan kepastian hukum. 

 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu 

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima 

tahun kedepan, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran 

Strategis yang hendak dicapai Pengadian Agama Muara Labuh adalah 

sebagai berikut : 

 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. 

 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelasaian perkara. 

 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan. 

 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 

Dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan  

Badan Peradilan di bawahnya telah menetapkan visi : 

“ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia YangAgung “ 

Visi besar Mahkamah Agung tersbut membutuhkan langkah-

langkah konkrit sebagai panduan umum yang berfungsi 

menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang 

membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan 

misi Mahkamah Agung RI.arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk 2010 – 

2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : 

 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 

 Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 

 Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. 

Pendekatan kerangka berfikr manajemen pengadilan yang unggul 

terdapat 7 ( tujuh ) area “ Peradilan Agung “ sebagai berikut : 

 Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan. 

 Kebijakan-kebijakan Pengailan. 

 Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan keuangan. 

 Penyelenggaraan persidangan. 

 Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. 

 Pelayanan pengadilan yang terjangkau. 

 Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan. 

Dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Agung RI, untuk masa 2010 – 2035 

sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung 

RI dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah 
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operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung telah 

menetapkan arah kebijakan dalam beberapa strategi perbahan pada : 

 Fungsi Peradilan. 

 Manajemen Perkara. 

 Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 Manajemen Sumber Daya Keuangan. 

 Manajemen Sarana dan Prasarana. 

 Manajemen Informasi Teknologi. 

 Transparansi Peradilan. 

 Fungsi Pengawasan. 

 
 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Muara Labuh 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan, Pengadilan Agama Muara Labuh menetapkan arah 

kebijakan dan sasara strategi sebagai berikut : 

 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 

Kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah 

Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

pelaksanaan tugas fungsinya berdasarkan sasara strategis sebagai 

berikut : 

a. Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya.  

Program Dukungan Majemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya dibuat 

untuk mencapai sasaran strategis menciptakan Sumber Daya 
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Manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang 

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan ini 

adalah : 

 Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel. 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah : 

 Sisa perkara yang diselesaikan. 

 Penyelesaian perkara. 

 Penurunan sisa perkara. 

 Perkara yang tidak megajukan upaya hukum Banding, Kasasi 

dan Peninjauan Kembali ( PK ). 

 Indek responden pencari keadilan  yang puas terhadap 

layanan peradilan. 

 Peningkatan efektifikas pengelolaan penyelasaian perkara. 

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan 

efektifikas pengelolaan penyelasaian perkara melalui : 

 Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. 

 Persentase pekara yang diselesaikan melalui mediasi. 

 Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara 

lengkap dan tepat waktu. 

 Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus. 
 

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Lembaga. Badan Peradilan 

Agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan 

yang bersifat Teknis Peradilan kepada masyarakat pencari 

keadilan. oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya 
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memerlukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Muara 

Labuh pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 

adalah : 

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

terpinggirkan melalui : 

 Perkara prodeo yang diselesaikan. 

 Perkara yang didelesaikan melalui sidang diluar gedung 

pengadilan ( sidang keliling ). 

 Perkara yang didelesaikan melalui sidang terpadu. 

2. Meningkatnya keatuhan terhadap Putusan Pengadilan. 

Kegiatan untuk mencapa asaran strategis Meningkatnya 

keatuhan terhadap Putusan Pengadilan melaui : 

 Putusan perkara yang ditinfdak lanjuti ( eksekusi ). 

3.3.    Kerangka Regulasi 

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bag Pengadilan 

Agama Muara Labuh selama satu tahun kedepan untuk mendorong 

terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut 

disusun Mahkamah SAgung RI dengan mempehatikan hasil montoring dan 

evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah 

ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan tugas ke depan. 

No Jenis Regulasi Nama Regulasi 
1 Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI  
SK. Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomr 1-144/KMA/SK/I/2011, 
tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi di Pengadilan. 

2 Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI  

SK. Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomr 026 Tahun2012, tentang 
Standar Pelayanan Publik. 
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No Jenis Regulasi Nama Regulasi 
3 Surat Edaran Mahkamah Agung 

RI. 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI 
Nomor 2 Tahun 2014, tentang 
Penyelasaian Perkara di Pengadilan 
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 
pada 4 Lingkungan Peradilan.  

4 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
1 Tahun 2014, tentang Pedoman 
Pemberian Layanan Hukum bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di 
Pengadilan. 

5 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kepaniteraan dan 
Kesekretariatan Peradila. 

6 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
1 Tahun 2016, tentang Prosedur 
Mediasai di Pengadilan. 

7 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
7 Tahun 2016, tentang Penegakan 
Dsiplin Kerja Hakim pada Mahkamah 
Agung dan Badan Peradilan Yang 
Berada Dibawahnya. 

8 Peaturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
8 Tahun 2016, tentang Pengawasan 
dan Pembinaan Atasan Langsung di 
Lingkungan Mahkamah Agung dan 
Badan Peradilan Dibawahnya. 

9 Peraturan Mahkamah Agung RI Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
9 Tahun 2016, tentang Pedoman 
Penanganan Pengaduan 
(Whistleblowing System) di 
Lingkungan Mahkamah Agung RI dan 
Badan Peradilan Dibawahnya.. 

10 Maklumat  Maklumat Nomor 
1/Maklumat/KMA/IX/2017, tentang 
Pengawasan dan Pembinaan Hakim, 
Aparatur Mahkamah Agung RI dan 
Badan Peradilan Dibawahnya. 

11 Surat Sekretaris Mahkamah 
Agung RI 

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 
Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017, 
perihal Reviu Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan 
Pengadilan Tingkat Perkatama. 

12 Peraturan Mahkamah Agung RI Perma No. 3 Tahun 2018, tentang 
Administrasi perkara di Pngadilan 
secara elektronik. 

13 Peraturan Mahkamah Agung RI Perma No. 1 Tahun 2019, tentang 
Administrasi perkara dan persidangan 
di pengadilan secara elektronik. 
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3.4.    Kerangka Kelembagaan. 

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan 

perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan 

mengenai pengelolaan ASN di lingkungan Pengadilan Agama Muara 

Labuh dalam rangka melaksanakan visi, mis, tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Labuh 

disusun berdarakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 

2015. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

4.1.  Target Kinerja 

Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan lingkungan Peradilan 

Agama, sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hokum dan 

keadilan.Pengadilan Agama Muara Labuh sebagai Pengadilan Tingkat 

Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus 

perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, 

sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka Pengadilan Agama Muara Labuh telah menetapkan 4 

(empat) tujuan yang terbagi menjadi beberapa sasaran, indicator dan target 

kinerja sebagai berikut : 

No Tujuan Sasaran  Indikator 
Target Kinerja 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Terwujudnya 

kepercayaan 
masyarakat 
terhadap sistem 
peradilan 
melalui proses 
peradilan yang 
adil, transparan 
dan akuntabel 

1. Terwujudnya  
Proses   
peradilan yang 
pasti, 
transparan dan 
akuntabel. 

1.  Persentase  
      SisaPerkara 
 yang  
diselesaikan      

100 100 100 100 100 

2.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

100 100 100 100 100 

3.   Persentase 
penurunan 
sisa perkara 

100 100 100 100 100 

4.   Persentase 
perkara 
yang tidak 
mengajukan 
uaya hukum 

       - Banding. 
       - Kasasi 
       - PK 

100 100 100 100 100 

5.   Indeks 
responden 

100 100 100 100 100 

2 Terwujudnya 
penyederhanaan 
proses 
penanganan 
perkara melalui 
pemanfaatan 
Teknologi 

2.  Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara. 

1.  Persentase 
isi putusan 
yang 
diterima 
para pihak 
tepat waktu 

100 100 100 100 100 
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No Tujuan Sasaran Indikator 
Target Kinerja 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

2022 
(%) 

2023 
(%) 

2024 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 
 
 
 

2.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
melalui 
mediasi 

100 100 100 100 100 

3.   Persentase 
brkas 
perkara 
yang 
diajukan 
Banding, 
Kasasi dan 
PK secara 
lengkap dan 
tepat waktu 

100 100 100 100 100 

4.   Persentase 
putusan 
perkara 
yang 
menarik 
masyarakat 
yang data 
diakses 
secara 
online 
dalam 
waktu 1 hari 

100 100 100 100 100 

3 Terwujudnya 
pelayanan akses 
peradilan bagi 
masyarakat 
miskin dan 
terpinggirkan 

3.  Meningkatnya 
akses 
Peradilan bagi 
masyakarat 
miskin dan 
terpinggirkan. 

1.   Persentase 
isi putusan 
yang 
diterima 
para pihak 
tepat waktu 

100 100 100 100 100 

2.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
diluar 
gedung 
pengadilan 

100 100 100 100 100 

3.   Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
melalui 
sidang 
terpadu 

100 100 100 100 100 

4 Terwujudnya 
pelayanan 
hokum yang 
prima 

4.  Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap 
putusan 
pengadilan. 

Persentase 
putusan 
perkara yang 
ditindalanjuti 
(eksekusi) 

0 0 0 0 0 
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4.2.  Keranga Pendanaan 

 

Keberhasilan Pengadilan Agama Muara Labuh dalam pencapaian 

target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan 

digunakan, yaitu menggunakan indicator kinerja. Untuk mencapai target-

target tersebut diperlukan anggaran ( dana ). Pengadilan Agama Muara 

Labuh untuk Tahun Anggaran 2020 memperoleh alokasi dana DIPA Badan 

Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor SP. DIPA-005.01.2.401990/ 

2021 tanggal 23 November 2020 sejumlah Rp.2.968.217.000,- (Dua milyar 

sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) 

dan DIPA Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor SP. 

DIPA-005.04.2.401991/2021 tanggal 23 November 2020 sejumlah 

Rp.57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian masing-

masing sebagai berikut :  

 

DIPA 005.01.2.401990 ( Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ). 

Belanja Pegawai ( 51 )  

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Gaji Pokok PNS 766.008.000 
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000 
3 Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS 61.498.000 
4 Belanja Tunjangan Anak PNS 21.991.000 
5 Belanja Tunjangan Jabatan Struktural PNS 28.140.000 
6 Belanja Tunjangan Jabatan Fungsional PNS 810.960.000 
7 Belanja Tunjangan PPh Pasal 21 PNS 131.791.000 
8 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.652.000 
9 Belanja Uang Makan PNS 137.808.000 

10 Belanja Tunjangan Umum PNS 5.590.000 
Jumlah 2.013.453.000 
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Belanja Barang( 52 ) 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Keperluan Perkantoran 440.340.000 
2 Belanja Barang Operasional Lainnya 30.587.000 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
3 Belanja Barang Persediaan 35.284.000 
4 Belanja Keperluan Perkantoran 162.900.000 
5 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3.600.000 
6 Belanja Langganan Listrik 20.400.000 
7 Belanja Langganan Telepon 600.000 
8 Belanja Langganan Air ( PDAM ) 1.200.000 
9 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim 25.920.000 

10 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 122.940.000 
11 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 116.140.000 
12 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 44.400.000 
13 Belanja Barang Operasional Lainnya 20.787.000 
14 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Konsultasi Tk. Banding) 47.380.000 
15 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Pembinaan Tk. Banding) 16.920.000 
16 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( KPPN/DJPB/KPKNL ) 20.140.000 
17 Belanja Penanganan Covid-19 5.000.000 

Jumlah 925.851.000 
 

 

Belanja Modal ( 53 ) 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Pengadaan 3 Unit PC Kepaniteraan 37.500.000 

Jumlah 37.500.000 

 

DIPA 005.04.2.401991( Ditjend. Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ) 

Belanja Barang ( 52 ) 

No Uraian Belanja Pagu Dana (Rp) 

1 2 3 
1 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Bantuan Prodeo) 3.000.000 
2 Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Kebersihan 

tempat Sidang Keliling) 
1.800.000 

3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Sidang Keliling ) 43.200.000 
4 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Sidang Terpadu ) 9.000.000 

Jumlah 57.000.000 
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BAB V 

PENUTUP 

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020-

2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai 

dengan ketentuan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal 

maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya 

untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik kelemahan, peluang, 

tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan 

selama lima tahun kedepan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcame 

yang diharapkan. 

 

Renstra Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2020-2024 harus 

disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan Demikian Renstra bersifat 

terbuka dari kemungkinan peubahan dan untuk selanjutnya menjadi Reviu 

Renstra 2020-2024 yang difinitif. Melalui Reviu Renstra ini diharapkan dapat 

membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran 

tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

 

Dengan Reviu Renstra 2020-2024 ini pula diharapkan unit-unit kerja 

di lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh memiliki pedoman yang dapat 

dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program 

selama lima tahun kedepan ( 2020-2024 ) sehingga visi dan misi Pengadilan 

Agama Muara Labuh dapat terwujud dengan baik. 

 

                                                     Pengadilan Agama Muara Labuh  
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MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Labuh ( 401990/401991 ) 

Visi  : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Labuh Yang Agung 

Misi  : 1. Menjaga kemandirian Pengailan Agama Muara Labuh. 

    2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan.kepada pencari keadilan. 

    3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Labuh. 

   4. Meningkatkan Kredibiltas dan Transparansi Pengadian Agama Muara Labuh. 

No 

Tujuan 
Target 

(%) 

Sasaran Target (%) Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target 

(%) 
Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Terwujudnya 

keperayaan 

masyarakat 

terhadap sistem 

peradilan 

melalui proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan dan 

akuntabel 

Persentase 

para pihak 

yang percaya 

terhadap 

sistem 

peradilan 

 

100 

Terwujudnya 

proses 

peradilan 

yang pasti, 

transparan 

dan akuntabel 

Perdsentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Program 

dukungan 

manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya  

Penyelesaian 

sisa perkara 

Terlaksananya 

administrasi 

dan 

pengelolaan 

euangan BUA 

 

 100 

 

2.968.217.000 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

tepat waktu 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Penyelesaian 

perkara 

Persentase penurunan 

sisa perkara 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Penurunan sisa 

perkara 

Persentase perkara 

yang tidak 

mengajukan upaya 

hokum banding, 

kasasi dan PK 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Perkara yang 

tidak 

mengajukan 

upaya hokum 

banding, kasasi 

dan PK 
Persentase Indeks 

responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Indeks responden 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

2 

 

Terwujudnya 

penyederhanaan 

proses 

penanganan 

perkara melalui 

pemanfatan 

teknologi 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 

100 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase isi 

putusan yang 

diterima oleh para 

pihak tepat waktu 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Isi putusan yang  

diterima oleh 

para pihak tepat 

waktu 

 

100 

 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui mediasi 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui mediasi 
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No 

Tujuan 
Target 

(%) 

Sasaran Target (%) Strategis 

Uraian 
Indikator 

Kinerja 
Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan 

Indikator 

Kegiatan 
Target 

(%) 
Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 

 

 

Terwujudnya 

penyederhanaan 

proses 

penanganan 

perkara melalui 

pemanfatan 

teknologi 

Persentase 

perjara yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

 Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

 

 

Persentase perkara 

yang diajukan 

banding, kasasi dan 

PK secara lengkap 

dan tepat waktu 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Program 

dukungan 

manajemen 

dan 

pelaksanaan 

tugas teknis 

lainnya  

Berkas perkara 

yang diajukan 

banding, kasasi 

dan PK  secara 

lengkap dan tepat 

waktu 

Terlaksananya 

administrasi 

dan 

pengelolaan 

keuangan 

BUA 

 

100 

 

Persentase putusan 

perkara yang menarik 

masyarakat yang 

dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 

hari setelah diputus 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

Putusan perkara 

yang menarik 

masyarakat yang 

data diakses 

secara online 

dalam waktu 1 

hari setelah 

diputus 

3 Terwujudnya 

pelayanan akses 

peradilan bagi 

masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

perkara yang 

diselesaikan 

melalui 

pembebasan 

biaya/prodeo 

 

100 

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi mayarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase 

penyampaian/ 

pemberitahun 

putusan kepada 

para pihak  

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Peningkatan 

Manajemen 

Peradilan 

Agama 

 

 

 

 

 

Perkara prodeo 

yang 

diselesaikan 

Terselenggara

nya tertib 

administrasi 

di lingkungan 

Peradilan 

Agama 

 

100 

 

57.000.000 

 

 

 

 Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui sidang diluar 

gedung pengadilan 

(sidang keliling) 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui sidang 

diluar gedung 

pengadilan 

(sidang keliling) 

Persentase perkara 

yang diselesaikan 

melalui sidang 

terpadu 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui sidang 

terpadu 

4 Terwujudnya 

pelayanan prima 

Persentase 

putusan perkara 

yang ditinak 

lanjuti 

 

0 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

Persentase putusan 

perkara yang ditindak 

lanjuti 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Putusan 

perkara yang 

ditindak lanjuti 

 

0 
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No 

TUJUAN 
TARGET 

% 

SASARAN TARGET STRATEGIS 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
URAIAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARG
ET 

Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 - Meningkatkan 
kinerja aparat 
Pengadilan Agama 
Muara Labuh dalam 
melaksanakan tugas 
dan fungsi sebagai 
pelayan masyarakat 
sehingga masyarakat 
pencari keadilan 
merasa kebutuhan 
dan kepuasannya 
terpenuhi. 
 

- Menciptakan 
mobilitas kerja dan 
kualitas pelayanan 
untuk mencapai 
target. 

 
- Mewujudkan 

pelayanan 
administrasi dan 
informasi terpadu. 

 
- Meningkatkan 

sarana dan 
prasarana 
perkantoran. 

- Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara. 
 

- Peningkatan 
aksepbilitas 
putusan hakim 

 
- Peningkatan 

efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

 
- Peningkatan 

aksesbilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 
(acces to 
justice) 

100 Sisa Perkara 
Perdata yang 
diselesaikan 
 

Persentase Sisa 
Perkara Perdata 
yang 
diselesaikan 

 

2 
prkr 

6   
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

Peningkatan 
Manajemen 
Peradilan Agama 

 

Terselenggaranya 
penyelesaian 
perkara yang 
sederhana, 
transparan dan 
akuntabel 
dilingkungan 
Peradilan Agama 

Jumlah Perkara 
Peradilan Agama 
yang diselesaikan 
melalui 
Pembebasan Biaya 
Perkara 

10 3.000.000 

100 Perkara Perdata 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

Persentase 
Perkara Perdata 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 

521 
prkr 

407 
prkr 

530 
prkr 

535 
prkr 

540 
prkr 

  
Jumlah Perkara 
Peradilan Agama 
yang diselesaikan 
melalui Sidang 
diluar Gedung 
Pangadilan dan 
Sidang Terpadu 

 
48 

 
54.000.000 

100 Perkara yang 
mengajukan 
Banding 

Persentase 
Perkara yang 
mengajukan 
Banding 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

     

100 Permohonan 

eksekusi 

terhadap putusan 

perkara perdata 

yang 

berkekuatan 

hukum  tetap 

Persentase 

Permohonan 

eksekusi 

terhadap putusan 

perkara perdata 

yang 

berkekuatan 

hukum  tetap 

1 
prkr 

0 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

     

100 Pengiriman 

berkas tabayyun 

melalui 

tabayyun online 

Persentase 

Pengiriman 

berkas tabayyun 

melalui 

tabayyun online 

15 
prkr 

0 
prkr 

30 
prkr 

35 
prkr 

40 
prkr 

     

100 Pengiriman 

berkas perkara 

banding melalui 

e-dokumen 

Persentase 

Pengiriman 

berkas perkara 

banding melalui 

e-dokumen 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

     

100 Berkas yang 

diajukan 

banding yang 

disampaikan 

secara lengkap 

Persentase 

berkas yang 

diajukan 

banding yang 

disampaikan 

secara lengkap 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

1 
prkr 

     

100 Pemakaian 

aplikasi SIPP 

dalam 

manajemen 

informasi 

perkara 

Persentase 

Pemakaian 

aplikasi SIPP 

dalam 

manajemen 

informasi 

perkara 

521 
prkr 

407 
prkr 

530 
prkr 

535 
prkr 

540 
prkr 
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No 

TUJUAN 
TARGET 

% 

SASARAN TARGET STRATEGIS 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
URAIAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TAR
GET 

Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   100 Penyelesaian 

perkara prodeo 
Persentase 

Penyelesaian 

perkara prodeo 

5 prkr 10 
prkr 

15 
prkr 

20 
prkr 

25 
prkr 

     

   100 Penyelesaian 
perkara dengan 

pelaksanaan 
sidang diluar 

gedung Pengadilan 

Persentase 
Penyelesaian perkara 

dengan pelaksanaan 
sidang diluar gedung 

Pengadilan 

231 
prkr 

48 
prkr 

210 
prkr 

215 
prkr 

220 
prkr 

     

   100 Penyelesaian 

perkara dengan 

pelaksanaan 

sidang terpadu 

Persentase 

Penyelesaian perkara 

dengan pelaksanaan 

sidang terpadu 

20 
prkr 

9 
prkr 

30  
prkr 

35 
prkr 

40 
prkr 

     

2   100 Pengusulan 

aparatur peradilan 

yang mengikuti 

bimbingan teknis 

dan non teknis 

yang diadakan 

oleh Pengadilan 

Tinggi Agama 

Padang 

Persentase 

Pengusulan aparatur 

peradilan yang 

mengikuti bimbingan 

teknis dan non teknis 

yang diadakan oleh 

Pengadilan Tinggi 

Agama Padang 

12 
org 

13 
org 

20 
org 

23 
org 

26 
org 

Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan Urusan 
Administrasi 

Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Satuan Kerja 
Daerah 

- Satuan Kerja 
yang 
mendapatkan 
Pembinaan 
Pengelolaan 
Keuangan 
 

- Laporan 
Pengelolaan 
Keuangan 
yang 
Transparan 
dan Akuntabel 

 
- Satuan Kerja 

yang 
dimonitoring 
dan dievaluasi 
Pengelolaan 
Keuangan 

 

- Pedoman 
Pengelolaan 
Keuangan 
Negara. 

 

- Penyelengaraan 
Operasional dan 
Non Operasional 
Satuan Kerja 
Daerah 

  

   100 pengusulan 

kenaikan pangkat 

aparatur 

pengadilan yang 

berdasarkan 

kinerja dan 

kompetensi 

Persentase 

pengusulan kenaikan 

pangkat aparatur 

pengadilan yang 

berdasarkan kinerja 

dan kompetensi 

0 
org 

2 
org 

2 
org 

3 
org 

3 
org 

 - Penyusunan 
Program dan 
Anggaran 

24 
OH
/O
K 

7.240.000 

   100 realisasi sarana 

dan prasarana 

yang 

mendukung 

pelayanan 

prima 

Persentase 

realisasi sarana 

dan prasarana 

yang mendukung 

pelayanan prima 

3  
Unit 

3  
Unit 

2 
Unit 

23 
Unit 

26 
Unit 

 - Konsultasi ke 
Tingkat Banding 

80 
OH
/O
K 

48.160..000 

   100 Penyampaian 

laporan keuangan 

dan BMN ke 

korwil setelah 

rekonsiliasi 

dengan KPPN dan 

KPKNL 

Persentase 

penyampaian laporan 

keuangan dan BMN 

ke korwil setelah 

rekonsiliasi dengan 

KPPN dan KPKNL 

4   
keg 

4 
keg 

4 
keg 

4 
keg 

4 
keg 

 - Memenuhi 
Undangan 
Tingkat Banding 

32 
OH
/ 

OK 

45.120.000 
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No 

TUJUAN 
TARGET 

% 

SASARAN TARGET STRATEGIS 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
URAIAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TAR
GET 

Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   100 Produktifitas 

kinerja SDM 

(SKP dan 

Penilaian 

Prestasi Kerja) 

Persentase 

produktifitas 

kinerja SDM 

(SKP dan 

Penilaian Prestasi 

Kerja) 

12 
org 

13 
org 

13 
org 

23 
org 

26 
org 

Dukungan 
Manajemen 
dan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Badan 
Urusan 
Administrasi 

- Rapat 
Koordinasi/ 
Pembinaan 
Tingkat 
Banding 

- Pemb./Rapat 
Koordinasi 
Tingkat 
Banding 
 

- Laporan 
Pengelolaan 
Keuangan yang 
Transparan 
dan Akuntabel 

 
- Satuan Kerja 

yang 
dimonitoring 
dan dievaluasi 
Pengelolaan 
Keuangan 

 
- Pedoman 

Pengelolaan 
Keuangan 
Negara. 

 
- Peny. 

Operasional 
dan Non 
Operasional 
Satuan Kerja 
Daerah 

96 
OH
/O
K 

45.120.000 

   100% Pengaduan 

masyarakat 

yang 

ditindaklanjuti 

Persentase 

pengaduan 

masyarakat yang 

ditindaklanjuti 

100% 100% 100% 100% 100%  - Menagjukan 
SPM ke KPPN 

96 
OH
/ 

OK 

25.440.000 

   100% Penurunan 

pelanggaran 

kode etik oleh 

aparat peradilan 

Persentase 

penurunan 

pelanggaran kode 

etik oleh aparat 

peradilan 

100% 100% 100% 100% 100%  - Konsultasi ke 
Kanwil DJPB 

16 
OH
/ 

OK 

4.240.000 

            - Konsultasi ke 
KPKNL 

8 
OH
/O
K 

2.120.000 

            Layanan 
Perkantoran 

  

            Pembayaran 
Gaji dan 
Tunjangan 

   

            - Pembayaran 
Gaji dan 
Tunjangan 

 1 
Thn 

2.013.453.000 

            Opetasional 
dan 
Pemeliharaan 
Kantor 

   

            Kebutuhan 
Sehari-hari 
Perkantoran 

   

            - Belanja 
Honor 
PPNPN 

 1 
Thn 

277.440.000 

            - Belanja 
Langganan 
Koran 

 1 
Thn 

1.440.000 
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No 

TUJUAN 
TARGET 

% 

SASARAN TARGET STRATEGIS 

URAIAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
URAIAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

            
- Belanja air 
   Minum  
   (galon) 

- Satuan Kerja yang 
mendapatkan 
Pembinaan 
Pengelolaan 
Keuangan 
 

- Laporan 
Pengelolaan 
Keuangan yang 
Transparan dan 
Akuntabel 

 
- Satuan Kerja yang 

dimonitoring dan 
dievaluasi 
Pengelolaan 
Keuangan 

 

- Pedoman 
Pengelolaan 
Keuangan 
Negara. 

 

- Penyelengaraan 
Operasional dan 
Non Operasional 
Satuan Kerja 
Daerah 

1 
Tahun 

3.000.000 

            
- Belanja barang 

operasonal lainnya 

1 
Tahun 

44.400.000 

            
- Belanja Barang 

Persediaan 

1 
Tahun 

35.284.000 

            
- Langganan Internet, 

Web dan Video 
Confrence 

1 
Tahun 

157.476.000 

            
- Pengiriman 

surat dinas 

12 
Bulan 

3.600.00 

            
- Belanja 

Langanan Listrik 

12 
Bulan 

20.400.000 

            
- Langanan 

Telepon 

1 
Tahun 

600.000 

            
- Belanja 

Langanan Air 

12 
Bulan 

1.200.000 

            
- Sewa Rumah 

Dinas Hakim 
2 

OT 
25.920.000 

            
Pemeliharaan 
Kantor 

  

            

- Belanja 
Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

2696 
m2 
3  

Unit 

122.940.000 

            

- Belanja 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin 

43 
Unit 

116.140.000 

            

Pembayaran 
Terkait 
Pelaksanaan 
Operasional 
Kantor 

 

 

            
- Honor 

Operasional 
Satuan Kerja 

 
84 
OB 

44.400.000 

            
- Belanja Barang 

Operasional 
Lainnya 

 
19 

Stel 
7.200.000 

           
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
Mahkamah 
Agung 

Sarana dan 
Prasarana 
Pendukung SIPP 

-    

           
- Belanja Modal 

Peralatan dan 
Mesin 

 
3 

Unit 
37.500.000 



 

24 

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 

 

 
 

Tujuan Sasaran Strategis 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Meningkatnya  

    Kinerja 
    Pengadilan Agama 

    Muara Labuh 

 

2. Meningkatkan  
     sarana dan  

     prasarana  

     perkantoran 

1.  Terwujudnya kesejahteraan pegawai. 

2.  Meningkatnya kualitas SDM pegawai. 

3.  Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil  

     dan profesional  

4.  Terciptanya keamanan, kenyamanan dan kebersihan 

5.  Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan  

penatausahaan  pelaksanaan anggaran. 

1.681.823.000 2.013.453.000 2.013.453.000 2.472.385.000 2.474.115.000 

922.456.000 930.851.000 930.851.000 920.000.000 925.000.000 

0 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 

Jumlah 1 2.604.279.000 2.949.304.000 2.949.304.000 3.397.385.000 3.404.115.000 

1.  Meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang   

kelancaran pelaksanaan tugas. 

2.  Meningkatnya pembangunan gedung dan bangunan 

360.431.000 37.500.000 153.000.000 600.000.000 600.000.000 

0 0 0 3.400.000.000 3.750.000.000 

Jumlah 2 360.431.000 37.500.000 153.000.000 4.000.000.000 4.350.000.000 

JUMLAH 005.01.401990 2.964.710.000 2.946.804.000 3.102.304.000 7.397.385.000 7.754.115.000 

1. Menciptakan  

     mobilitas kerja dan  

     kualitas pelayanan 

     untuk mencapai  

target. 

2. Mewujudkan  

     pelayanan 

     administrasi 

     dan informasi 

terpadu.  

1. Tersedianya informasi dan dokumentasi serta adanya   

Standarisasi biaya perkara. 

2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan 

     Informasi yang akurat. 

3. Terlaksananya penyelasaian perkara secara cepat, 

sederhana dan biaya ringan 

4. Terwujudnya ketertiban administrasi perkara 

60.500.000 57.000.000 106.000.000 115.000.000 115.000.000 

Jumlah  60.500.000 57.000.000 106.000.000 115.000.000 115.000.000 

JUMLAH 005.04.401991 60.500.000 57.000.000 106.000.000 115.000.000 115.000.000 

 

Muara Labuh, 31 Desember 2021. 

Ketua,      Panitera,      Sekretaris, 
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